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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini yaitu: 

1. Sistem pemungutan pajak yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan 

telah menyusun dengan rinci bahwa pajak terhutang diperoleh dari volume 

aktual yang digunakan oleh wajib pajak. Namun karena ketidak patuhan 

terhadap sistem yang berlaku, menyebabkan proses selanjtnya menjadi 

berubah. Upaya pemberlakuan tarif pajak tinggi bagi wajib pajak yang 

melanggar belum efektif karena alasan yang sama yaitu tidak punya uang 

semakin menghambat petugas untuk memaksimalkan pendapatan PAP. 

Selain harus adanya maksimalilisasi dalam hal pengawasan sebelum 

pengambilan oleh wajib pajak, harus ada juga  upaya meningkatkan 

kesadaran wajib pajak ini juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas 

dan pelayanan petugas dari satuan tugas yang terkait. Sistem teknologi yang 

up to date, cepat tanggap dalam tugas dan inovasi dalam pemecahan 

masalah yang dihadapi harus senantiasa dijunjung oleh dinas yang terkait. 

2. Dalam meningkatkan dan memaksimalkan pembangunan di Jawa Timur, 

khususnya Surabaya Utara, pemerintah daerah berupaya penuh dalam 

memaksimalkan pendapatan berupa pajak yang biasa disebut dengan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan dari berbagai sektor pajak 
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daerah digunakan sepenuhnya untuk kebutuhan masyarakat, maka oleh 

sebab itu Dinas Pendapatan Daerah dalam hal ini UPT PPD Surabaya Utara 

berusaha keras untuk memaksimalkan Pendapatan dari sektor pajak mereka. 

Tidak terkecuali adalah sektor pajak air permukaan. Pajak Air Permukaan 

adalah pemanfaatan air permukaan untuk kebutuhan operasional baik badan 

maupun orang pribadi. Meskipun presentase PAP ini dalam menyumbang 

PAD dikatakan rendah, namun pendapatan dari sektor pajak ini cukup 

signifikan karena objek pajaknya berupa kebutuhan primer, sehingga akan 

terus dibutuhkan oleh masyarakat dan akan menjadi pendapatan yang 

berkelanjutan bagi pemerintah daerah 

5.2 Saran dan Implikasi Penelitian 

Saran yang dapat diambil dari pembahasan Tugas Akhir ini, dengan topik 

Sistem Pemungutan Pajak Air Permukaan, bagi penelitian - penelitian selanjutnya 

dengan topik yang sama, diharpakan untuk menganalisis dan mempelajari sistem 

yang ada pada instansi lain sehingga akan memperkaya pengetahuan dan 

memperluas referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang 

sama. Adapun apabila melakukan penelitian ditempat yang sama, yaitu UPT PPD 

Surabaya Utara, diharapkan untuk mengambil topik yang berbeda sehingga 

pengetahuan dan ketrampilan untuk menganalisis sebuah masalah dan 

pemecahannya semakin baik dan menambah referensi bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya. 

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk UPT PPD Surabaya Utara 

adalah untuk senantiasa menjaga integritas dalam melayani masyarakat. UPT PPD 
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Surabaya Utara harus memaksimalkan pengawasan terhadap wajib pajak maupun 

pemohon mengenai pemakaian meter air. Hal penting lain yaitu mempertahankan 

komunikasi yang efektif dan lebih dekat dengan masyarakat, terutama wajib pajak, 

sehingga diharapkan wajib pajak dapat mengerti akan kewajiban pajak mereka. Hal 

ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan desa dan kelurahan dalam hal ini 

tempat objek pajak air permukaan berada, sehingga peraturan mengenai 

pemanfaatan air permukaan semakin dijunjung tinggi.  
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